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Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar. Tak 

lupa juga mengucapkan shalawat serta salam semoga senantiasa 

tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat 

beliau, kita mampu keluar dari kegelapan menuju jalan yang lebih 

terang. 

Kami ucapkan juga rasa terima kasih kami kepada pihak-

pihak yang mendukung lancarnya buku ajar ini mulai dari proses 

penulisan hingga proses cetak, yaitu orang tua kami, rekan-rekan 

kami, penerbit, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami 

sebutkan satu per satu. 

Adapun, buku kami yang berjudul Tata Kelola Administrasi 

Desa Langkah-langkah Menuju Pemerintahan yang Lebih Baik ini 

telah selesai kami buat secara semaksimal dan sebaik mungkin agar 

menjadi manfaat bagi pembaca dalam memahami bagaimana 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam buku ini, 

dijelaskan terkait Tata kelola administrasi desa yang baik, 

merupakan hal yang penting demi mencapai tujuan pemerintahan 

pada tingkat desa. Hal ini dikarenakan tata kelola administrasi yang 

baik memiliki sejumlah dampak positif bagi desa, mulai dari 

meningkatkan kualitas pelayanan publik sampai dengan 

mendukung pembangunan berkelanjutan. Melihat pentingnya tata 

kelola administrasi desa, sehingga perlu pemahaman yang baik 

terkait dengan langkah-langkah menuju pemerintahan yang lebih 

baik.  

Kami sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu 

saja jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab itu, kami 

mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya 

buku ajar ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas buku. 
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Demikian buku ini kami buat, dengan harapan agar pembaca 

dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan 

mengenai bidang tata kelola pemerintah daerah serta dapat 

bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas. Terima kasih. 

 

Malang, 1 Oktober 2023 
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BAB 

1 PENGENALAN TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA 

 

 

A. Definisi Tata Kelola Administrasi Desa 

Pada bab pertama ini, kita akan memasuki dunia tata 

kelola administrasi desa, sebuah konsep yang menjadi pondasi 

utama dalam perjalanan menuju pemerintahan yang lebih baik 

di tingkat desa. Untuk memahami konsep ini dengan baik, mari 

kita eksplorasi lebih dalam definisi tata kelola administrasi desa, 

konsep dasar yang melandasi tata kelola ini, dan peran yang 

sangat penting dari administrasi desa dalam konteks 

pemerintahan lokal yang lebih besar. 

1. Konsep Dasar Tata Kelola 

Tata kelola adalah istilah yang sering kali terdengar 

dalam konteks administrasi publik dan pemerintahan. 

Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tata kelola 

administrasi desa? Untuk memahaminya dengan baik, mari 

kita mulai dengan menguraikan konsep dasar dari tata kelola 

ini.  

 

PENGENALAN TATA 

KELOLA 

ADMINISTRASI DESA 
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BAB 

2 EVALUASI AWAL ADMINISTRASI DESA 

 

 

Dalam bab ini, kita akan memulai perjalanan menuju 

pemerintahan desa yang lebih baik dengan melakukan evaluasi 

awal terhadap administrasi desa. Tahapan ini sangat penting karena 

memberikan landasan yang kuat untuk perubahan yang akan kita 

lakukan. Evaluasi awal akan terdiri dari dua bagian utama: analisis 

status quo dan identifikasi kebutuhan perubahan. 

A. Analisis Status Quo 

Sebelum kita dapat memulai perubahan yang signifikan 

dalam administrasi desa, langkah pertama adalah memahami 

keadaan saat ini. Dalam sub-bab ini, kita akan melakukan 

analisis menyeluruh terhadap status quo administrasi desa, 

yang mencakup dua aspek utama: struktur dan prosedur 

administrasi desa serta kualitas pelayanan publik yang saat ini 

disediakan. 

  

EVALUASI AWAL 

ADMINISTRASI 

DESA 
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BAB 

3 MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS 

 

 

Bab ini akan membahas pentingnya transparansi dan 

akuntabilitas dalam berbagai konteks, mulai dari pemerintah 

hingga bisnis dan organisasi nirlaba. Kami akan menjelaskan 

mengapa transparansi dan akuntabilitas adalah elemen kunci untuk 

membangun kepercayaan dan menjaga integritas. 

A. Keterbukaan Informasi 

 

Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar utama dari 

tata kelola yang baik. Ini melibatkan akses yang lebih baik 

terhadap informasi tentang bagaimana administrasi desa 

beroperasi, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana 

sumber daya digunakan. Dalam sub-bab ini, kita akan 

MENINGKATKAN 

TRANSPARANSI DAN 

AKUNTABILITAS 
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BAB 

4 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

 

 

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan 

adalah salah satu pilar utama tata kelola administrasi desa yang 

baik. Dalam bab ini, kita akan membahas pentingnya partisipasi 

masyarakat, strategi untuk mendorong partisipasi aktif, dan 

bagaimana melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam 

proses pengambilan keputusan. 

A. Pentingnya Partisipasi Masyarakat 

 
Partisipasi masyarakat adalah prinsip fundamental dalam 

tata kelola administrasi desa yang baik. Ini tidak hanya 

merupakan aspek penting dalam membangun pemerintahan 

PARTISIPASI 

MASYARAKAT DALAM 

PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN 
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BAB 

5 PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI ADMINISTRASI DESA 

 

 

Peningkatan kapasitas pegawai administrasi desa adalah 

langkah penting dalam mengembangkan pemerintahan desa yang 

lebih baik. Dalam bab ini, kita akan membahas berbagai aspek 

peningkatan kapasitas, termasuk pelatihan dan pengembangan 

serta penggunaan teknologi. 

A. Pelatihan dan Pengembangan 

 

Pegawai administrasi desa yang memiliki keterampilan 

dan pengetahuan yang relevan dapat lebih efektif dalam 

menjalankan tugas-tugas mereka dan memberikan pelayanan 

yang berkualitas kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan 

dan pengembangan adalah langkah penting dalam peningkatan 

kapasitas pegawai desa. 

PENINGKATAN 

KAPASITAS PEGAWAI 

ADMINISTRASI DESA 
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BAB 

6 PENERAPAN TEKNOLOGI DALAM ADMINISTRASI DESA 

 

 

Penerapan teknologi dalam administrasi desa adalah sebuah 

evolusi yang signifikan dalam cara desa-desa beroperasi. Teknologi 

telah membawa dampak besar di berbagai bidang, dan administrasi 

desa bukan pengecualian. Bab ini akan mengulas berbagai aspek 

penting terkait dengan penerapan teknologi dalam administrasi 

desa, dengan fokus pada peran e-government dan inisiatif berbasis 

teknologi dalam meningkatkan layanan publik serta kehidupan 

masyarakat desa. 

A. E-Government dan Digitalisasi 

Penerapan teknologi dalam administrasi publik telah 

membawa perubahan mendasar dalam cara pemerintah 

berinteraksi dengan masyarakat. E-Government, atau 

pemerintahan elektronik, adalah salah satu aspek utama dari 

transformasi ini. Dalam sub bab ini, kita akan menjelajahi konsep 

E-Government, langkah-langkah menuju implementasinya, serta 

pentingnya keamanan data dan privasi dalam administrasi 

publik yang semakin terdigitalisasi. 

  

PENERAPAN 

TEKNOLOGI DALAM 

ADMINISTRASI DESA 
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BAB 

7 MONITORING DAN EVALUASI PERUBAHAN 

 

 

Bab ini akan membahas pentingnya memonitor dan 

mengevaluasi perubahan yang telah diterapkan dalam administrasi 

desa. Monitoring dan evaluasi adalah langkah penting dalam 

memastikan bahwa upaya perbaikan yang telah dilakukan 

mencapai tujuannya dan memberikan manfaat yang diharapkan. 

A. Pengukuran Kinerja Administrasi Desa 

Pengukuran kinerja administrasi desa adalah fondasi 

utama dalam memastikan bahwa pemerintah desa beroperasi 

dengan efisien dan efektif dalam memberikan layanan kepada 

masyarakat yang mereka layani. Dalam konteks ini, bab ini akan 

membahas secara mendalam tentang bagaimana menentukan 

indikator kinerja yang relevan dan bagaimana melaksanakan 

pengumpulan serta analisis data untuk mengukur kinerja 

administrasi desa. 

 

MONITORING DAN 

EVALUASI 

PERUBAHAN 
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BAB 

8 TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA 

 

 

Bab ini akan membahas berbagai tantangan yang mungkin 

dihadapi oleh administrasi desa saat mereka berusaha untuk 

mengimplementasikan tata kelola administrasi desa yang lebih 

baik. Meskipun perubahan menuju pemerintahan yang lebih baik 

adalah tujuan yang mulia, prosesnya tidak selalu mulus dan sering 

kali dihadapi dengan berbagai kendala dan hambatan. 

A. Kendala Umum 

Dalam perjalanan menuju tata kelola administrasi desa 

yang lebih baik, ada sejumlah kendala umum yang sering 

dihadapi oleh administrasi desa. Dua aspek penting yang perlu 

dipertimbangkan dalam hal ini adalah hambatan organisasi dan 

tantangan sosial serta budaya. 

1. Hambatan Organisasi 

Kurangnya Rencana Strategis: Salah satu hambatan 

utama dalam administrasi desa adalah kurangnya rencana 

strategis yang jelas. Tanpa rencana yang baik, desa mungkin 

kesulitan untuk mengarahkan upaya mereka menuju 

perubahan yang diinginkan. Rencana strategis adalah alat 

yang sangat penting dalam merumuskan tujuan jangka 

panjang, mengidentifikasi prioritas, dan mengalokasikan 

sumber daya dengan efisien (Nahak & Ellitan, 2023). Tanpa 

rencana yang kuat, desa mungkin terombang-ambing dalam 

menghadapi tantangan yang muncul. 

TANTANGAN DALAM 

IMPLEMENTASI TATA 

KELOLA ADMINISTRASI 

DESA 
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BAB 

9 KESIMPULAN DAN LANGKAH SELANJUTNYA 

 

 

Bab terakhir buku ini mencerminkan titik akhir dari 

perjalanan kita dalam menjelajahi tata kelola administrasi desa yang 

lebih baik. Sebagai panduan praktis, buku ini telah menguraikan 

konsep, strategi, dan langkah-langkah yang dapat membantu desa 

mencapai pemerintahan yang lebih efektif dan inklusif. Mari kita 

tinjau poin-poin kunci yang telah kita pelajari. 

A. Poin-poin Kunci 

Dalam buku ini, telah kita bahas berbagai aspek penting 

yang terkait dengan tata kelola administrasi desa yang lebih 

baik. Di bagian ini, kami akan merangkum beberapa poin kunci 

yang perlu diingat dalam upaya meningkatkan administrasi 

desa. 

1. Menggugah Semangat Reformasi Administrasi Desa 

Salah satu poin kunci yang telah dibahas dalam buku 

ini adalah pentingnya menggugah semangat reformasi dalam 

administrasi desa. Reformasi bukanlah tugas yang mudah, 

tetapi sangat penting untuk menciptakan perubahan positif. 

Reformasi administrasi desa mengacu pada upaya untuk 

meningkatkan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan 

partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. 

Dengan semangat reformasi yang kuat, desa dapat mengatasi 

hambatan dan kendala yang mungkin timbul. 

  

KESIMPULAN DAN 

LANGKAH 

SELANJUTNYA 
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